
 

 

 

 

BUPATI LAMPUNG TENGAH 
PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR   23    2021 

 

TENTANG 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2019  

TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN 

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 
 

 

Menimbang :  a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka 

dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 
58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan 

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

Kabupaten Lampung Tengah untuk disesuaikan; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Lampung Tengah 

 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- 
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 1821); 

 

2.    Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5189); 

 
 

 

 



 

 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5675); 

 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ; 

 
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 
Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 

Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah Nomor 01); 

 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

Nomor 6); 

 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 
Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50); 

 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN 
PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN 
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN 
LAMPUNG TENGAH 

 

 

Pasal I 

 

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 8 

 

(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan 

dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD. 

 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan 

Partai Politik dan rincian realiasai belanja dana bantuan keuangan Partai 

Politik per kegiatan. 

 
(3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. 

 
2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Bab baru dan 1 (satu) Pasal 

Baru yaitu Bab VA dan Pasal 11.A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB VA 

 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 11.A 

 

(1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat digunakan untuk kegiatan-

kegiatan dalam upaya pencegahan Corona Virus Disease 2019 antara lain : 

a. Sosialisasi dan Edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan 

pandemi Corona Virus Disease 2019.  

b. Penyediaan obat dan perbekalan atau alat kesehatan  pencegahan 

pandemi Corona Virus Disease 2019 kepada anggota Partai Politik dan 

masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat 

cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau 

penyemprotan disinfektan. 

 

(2) Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan 

darurat bencana non alam Corona Virus Disease 2019 yang ditetapkan 

secara resmi oleh Pemerintah Pusat. 

 



Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah 

 

                       Ditetapkan di Gunung Sugih 

                      pada tanggal   26 April  2021 

 

   BUPATI LAMPUNG TENGAH 

 

ttd 

 

    MUSA AHMAD 

 

 
Diundangkan di Gunung Sugih 

pada tanggal    26 April    2021 

 

          SEKRETARIS DAERAH 
  KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

 

 
                       ttd 

 

 
                    NIRLAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

Lampiran V  :    Peraturan   Bupati   Lampung Tengah 

     Nomor :  23  Tahun   2021 

                                                               Tanggal :  26  April  2021 

 

KOP SURAT PARTAI POLITIK 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK ………. 

TAHUN ANGGARAN …………………… 

 

Bersama ini di sampaikan laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan 

Partai Politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal …….. bulan ………. Tahun 

…… (terlampir) 

Sebagai berikut : 

 

No. JENIS 

PENGELUARAN 

 

JENIS 

KEGIATAN 

VOLUME 

KEGIATAN 

REALISASI 

(RP 

KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 

A. PENDIDIKAN POLITIK     

 Sesuai dengan tugas 

dan fungsi partai 
politik serta 

peraturan 

perundang-
undangan yang 

mengatur mengenai 

pendidikan politik 

    

B. OPERASIONAL 

SEKRETARIAT 

    

 1. Administrasi Umum 

a. Keperluan ATK 

b. Rapat internal 

sekretariat; 

c. Perjalanan dinas 

dalam rangka 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi partai 

politik; 

d. Transport dalam 

rangka mendukung 

kegiatan 

operasional 

sekretariat; 

e. Pengadaan 

inventaris berupa 

peralatan kantor, 

antara lain berupa 

furniture, 

komputer, mesin 

fotokopi; 

f. Sewa kantor; 

g. Honor tenaga 

administrasi 

    



sekretariat partai 

politi yang 

berkompeten di 

bidang pengelolaan 

keuangan; dan 

h. Dukungan 

operasional 

sekretariat Partai 

Politik lainnya 

sesuai dengan 

tugas dan fungsi 

kesekretariatan 

partai politik. 

 2. Langganan Daya dan 

Jasa : 

a. Telepon dan 

Listrik; 

b. Air dan Minum 

sekretariat; 

c. Surat menyurat; 

atau 

d. Media cetak dan 

elektronik 

    

 3. Pemeliharaan Data dan 

arsip 

a. Penyimpanan Data 

Elektonik; dan 

b. Penyimpanan Data 

Manual 

    

 4. Pemeliharaan Peralatan 

Kantor 

a. Penyimpanan Data 

Elektronik; dan 

b. Penyimpanan Data 

Manual. 

    

C. S A L D O Rp............................................. 

 
                      Mengetahui  
            KETUA UMUM/KETUA 
 
 
 
           ( …………………………………..) 

 

 
         BENDAHARA UMUM/BENDAHARA 
 
 
 

(……………………………….) 
 

 

 

        BUPATI LAMPUNG TENGAH 

 

ttd 

 

 

         MUSA AHMAD 
  


	BUPATI LAMPUNG TENGAH,

